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BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

 
NOMOR 157 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA  DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 
 

Menimbang 

 

:  bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Rencana Kerja  Dinas Pemuda dan Olah Raga 

Kabupaten Bandung Tahun 2025; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

 

SALINAN 
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  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  4.  Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 7040); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187);  

  7.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  

Standar Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  2,  Tambahan  

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 6178); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6206); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 
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  11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

  12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  15.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Kabupaten 

Bandung Nomor 4); 

  16.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9) 

  17.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2024 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung 

Nomor 114 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis  

Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bandung 

Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2024 Nomor 36); 

  18.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA  DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN 

BANDUNG TAHUN 2025 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah 

adalah Kabupaten Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bandung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang    

selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain 

adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin 

oleh Camat. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah.  

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas 

dan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan 

kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana 

kerja dan anggaran PD.  

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan. 
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12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi 

program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta 

pagu anggaran sementara yang didasarkan atas 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.  

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai 

atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) 

tahunan. 

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang 

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil 

pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang 

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program 

PD.  

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat 

Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 

lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 

yang disediakan untuk mencapai hasil terukur 

sesuai dengan tugas dan fungsi PD.  

16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas 

pembangunan yang dihasilkan oleh  

Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) 

suatu program.  

17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan 

dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan 

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

   

BAB II 

PERUBAHAN RENJA PD 

 

Pasal 2 

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat 

penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan 

berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah 

Tahun 2025-2029. 

   

Pasal 3 

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat : 

a. Latar belakang dan Dasar Hukum; 

b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu; 

c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;  

d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;  

e. Penutup; dan 



- 6 - 
 

 

f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan 

berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

 

Pasal 4 

(1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk 

melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan 

RKPD Tahun 2025.  

(2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan 

untuk : 

a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi 

dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub 

kegiatan; 

b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan 

Renstra PD tahun berkenaan; dan  

c. Menjaga konsistensi target capaian indikator 

kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan 

penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang 

dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 

2025. 

 

Pasal 5 

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan 

perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.  

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi 

hasil Renstra PD.  

 

  BAB III 

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD 

 

Pasal 6 

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi; 

(1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan 

pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab 

PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD. 

(2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah 

menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang 

telah disepakati bersama DPRD.  

(3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif 

sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara 

atau risalah rapat antara PD dengan DPRD. 

(4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian 

laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun 

berkenaan.  
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BAB IV 

PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD 

 

Pasal 7  

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada : 

a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan 

Perubahan Renja PD.  

b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan 

c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun 

berjalan. 

 

Pasal 8 

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan 

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam 

lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB V 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 9 

(1) Kepala PD yang membidangi perencanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan 

daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai 

ketentuan perundang-undangan.  

(2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi 

pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan 

capaian kinerja yang menjadi target PD dan 

kebijakan perubahan Renja PD. 

(3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap 

Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV 

yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD 

yang membidangi perencanaan pembangunan, 

penelitian dan pengembangan daerah untuk 

diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan 

Januari tahun berikutnya.  

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil 

evaluasi terhadap Perubahan Renja PD 

mempedomani ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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salinan sesuai dengan aslinya 

 
 
  

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

perundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bandung. 

 

 Ditetapkan di Soreang  

pada tanggal  03 Juli 2025       

  

 BUPATI BANDUNG, 

  

                         ttd 

 

  

 MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA 

 

 

Diundangkan di Soreang 

 

pada tanggal 03 Juli 2025          

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

                       ttd  

 

 

 

CAKRA AMIYANA  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 157 
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                                                         LAMPIRAN PERATURAN BUPATI 
                                                         BANDUNG  

NOMOR 157 TAHUN 2025 

TENTANG  

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS 

PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN 

BANDUNG TAHUN 2025 

 

 

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 

 



PERATURAN
BUPATI BANDUNG

Pemer intah
Kabupaten Bandung

PERUBAHAN
RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

 T A H U N  2 0 2 5

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANDUNG

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG
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BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

 
NOMOR     TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 

 

Menimbang 

 

: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan 

Olahraga Tahun 2025.  

    

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

  2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 187);  

  7.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  

tentang  Standar Pelayanan  Minimal  (Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  2,  

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 6178); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6206); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

  11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

  12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 

  13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

  14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

  15.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 4); 

  16.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9) 

  17.  Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 36 

Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2024 Nomor 36); 

  18.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); 

 

MEMUTUSKAN : 
 



4 

 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN 

BANDUNG TAHUN 2025 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut 

Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bandung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang    

selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain 

adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin 

oleh Camat. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah.  

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah program 

prioritas dan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 

program dan kegiatan sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.  

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat Renstra PD adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 

1 (satu) tahun. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan 

Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan. 
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12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang 

berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu 

PD, serta pagu anggaran sementara yang 

didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 

dan PPAS APBD.  

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai 

atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) 

tahunan. 

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang 

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil 

pembangunan daerah atau Perangkat Daerah 

yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) 

program PD.  

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat 

Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 

lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 

yang disediakan untuk mencapai hasil terukur 

sesuai dengan tugas dan fungsi PD.  

16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas 

pembangunan yang dihasilkan oleh  

Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) 

suatu program.  

17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan 

dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan 

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

   

BAB II 

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

 

Pasal 2 

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat 

penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan 

berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat 

Daerah Tahun 2025-2029. 

   

 Pasal 3  

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat : 

a. Latar belakang dan Dasar Hukum; 

b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu; 

c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;  

d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;  
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e. Penutup; dan 

f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan 

berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

 

Pasal 4 

(1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk 

melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan 

RKPD Tahun 2025.  

(2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan 

untuk : 

a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, 

lokasi dan kelompok sasaran 

program/kegiatan/sub kegiatan; 

b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan 

Renstra PD tahun berkenaan; dan  

c. Menjaga konsistensi target capaian indikator 

kinerja Perangkat Daerah, dengan 

melakukan penyesuaian nomenklatur 

sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun. 

 

Pasal 5 

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar 

penyusunan perubahan rencana kerja dan 

anggaran (RKA) PD.  

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan 

laporan evaluasi hasil Renstra PD.  

 

  BAB III 

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD 

 

Pasal 6 

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi; 

(1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan 

pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab 

PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD. 

(2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah 

menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang 

telah disepakati bersama DPRD.  

(3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif 

sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita 

acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD. 

(4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat 
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penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD 

triwulan IV tahun berkenaan.  

 

BAB IV 

PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD 

 

Pasal 7  

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada : 

a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang 

Penyusunan Perubahan Renja PD.  

b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan 

c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I 

tahun berjalan. 

 

Pasal 8 

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan 

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam 

lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB V 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 9 

(1) Kepala PD yang membidangi perencanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan 

daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai 

ketentuan perundang-undangan.  

(2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi 

pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan 

capaian kinerja yang menjadi target PD dan 

kebijakan perubahan Renja PD. 

(3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap 

Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan 

IV yang disampaikan kepada Bupati melalui 

Kepala PD yang membidangi perencanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan 

daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu 

pertama bulan Januari tahun berikutnya.  

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil 

evaluasi terhadap Perubahan Renja PD 

mempedomani ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

perundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bandung. 

 

 Ditetapkan di Soreang  

pada tanggal         

  

 BUPATI BANDUNG, 

  

  

 

  

 MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA 

 

 

Diundangkan di Soreang 

 

pada tanggal           

 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

  

 

 

 

CAKRA AMIYANA  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR ...... 













    

  PERUBAHAN RENJA DISPORA 2025 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,   

Salam Olahraga!   

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-

Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja 

(Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025. Dokumen ini merupakan 

penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah, perubahan 

kebijakan, serta hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. 

Perubahan Renja ini dilakukan untuk:    

1. Menyesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dalam 

RPJMD dan RKPD 2025, khususnya dalam pengembangan pemuda 

dan olahraga.   

2. Merespons tantangan baru, termasuk peningkatan partisipasi 

pemuda dalam pembangunan dan percepatan prestasi olahraga 

daerah.   

3. Mengoptimalkan anggaran berbasis kinerja dengan memastikan 

setiap program/kegiatan memiliki indikator output dan outcome 

yang terukur.   

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih dapat disempurnakan. 

Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi 

terwujudnya perencanaan yang lebih baik. Semoga perubahan Renja 2025 ini 

dapat menjadi panduan efektif dalam mewujudkan pemuda yang berdaya 

saing dan olahraga yang berprestasi.   

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 
Kutawaringin,      Juni 2025 

 
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN BANDUNG 
 
 

TTD 
 

 
Dr. Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc 

NIP. 19671110 199303 1 012  
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BAB I 

PENDAHULAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Dinas Pemuda 

dan Olahraga (Dispora) didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis, 

baik internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga. Berikut 

adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut:   

 

1. Perubahan Kebijakan Nasional dan Daerah 

▪ Penyesuaian terhadap Prioritas Nasionaldalam RPJMN 2025, 

khususnya terkait penguatan pemuda dan prestasi olahraga.   

▪ Arahan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga 

(Kemenporamengenai program unggulan seperti peningkatan 

talenta atlet, pengembangan olahraga massal, dan pemberdayaan 

pemuda.  

▪ Perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang 

menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah.   

2. Evaluasi Kinerja Tahun 2024  

▪ Adanya program yang belum optimal, seperti pelatihan pemuda dan 

fasilitasi olahraga, sehingga memerlukan realokasi anggaran.   

▪ Keterlambatan pencapaian target pembangunan sarana olahraga 

atau pembinaan atlet, sehingga perlu penyesuaian strategi.   

▪ Hasil monitoring dan evaluasi (monev) menunjukkan perlunya 

realokasi dana untuk kegiatan yang lebih berdampak.   

3. Dinamika Sosial dan Partisipasi Pemuda   

▪ Meningkatnya minat pemuda dalam kewirausahaan dan 

kepemimpinan, sehingga perlu penambahan program pelatihan.   

▪ Tuntutan generasi muda terhadap fasilitas olahraga yang lebih 

modern dan inklusif.   

▪ Isu-isu aktual seperti pencegahan narkoba, radikalisme, dan 

penguatan karakter pemuda yang memerlukan intervensi program.   

 

4. Perkembangan Olahraga dan Prestasi   

▪ Persiapan even olahraga nasional/internasional (seperti PON, 

ASEAN Games) yang membutuhkan peningkatan pembinaan atlet.   

▪ Perlunya penguatan pusat pelatihan olahraga (sport center) dan 

fasilitas pendukung.   

▪ Adanya potensi atlet daerah yang perlu dikembangkan melalui 

program scouting dan pelatihan intensif.   

5. Perubahan Kondisi Ekonomi dan Anggaran   

▪ Adanya penyesuaian APBD akibat perubahan kapasitas fiskal 

daerah.   

▪ Kenaikan harga material yang memengaruhi 



  

 

pembangunan/prasarana olahraga, sehingga perlu realokasi dana.   

▪ Optimalisasi kerjasama dengan swasta/sponsor untuk mendanai 

kegiatan pemuda dan olahraga.   

 

6. Teknologi dan Inovasi   

▪ Penerapan sistem digital dalam manajemen pembinaan pemuda dan 

olahraga (e-sport, database atlet, pelatihan online).   

▪ Penggunaan analisis data untuk pemetaan bakat olahraga dan 

evaluasi program.   

 

7. Tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi   

▪ Peningkatan pengawasan dari BPK, BPKP, dan masyarakat terhadap 

penggunaan anggaran.   

▪ Perlunya penyempurnaan dokumen perencanaan agar lebih realistis 

dan terukur.   

Perubahan Renja Dispora Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan 

bahwa program pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga tetap 

relevan, efektif, dan selaras dengan kebutuhan stakeholders serta 

dinamika terkini. Dengan penyesuaian ini, diharapkan Dispora dapat 

meningkatkan kontribusinya dalam mencetak pemuda berdaya saing dan 

atlet berprestasi.   

 

1.2. Landasan Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangienyusunan 

Rencana Kerja (Renja) Dispora Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 



  

 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

6. Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata 

Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);  

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar 

Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  

2018  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 



  

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1114); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan 

Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 4); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9) 

19. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 36 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2024 Nomor 36); 

20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2023 tentang Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Bandung; 

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 

(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

A. Maksud Perubahan Renja 

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) Dispora Tahun 2025 

dimaksudkan untuk: 

1. Menyesuaikan perencanaan dengan perkembangan kebijakan strategis 

nasional dan daerah terkait pemuda dan olahraga. 

2. Meningkatkan efektivitas program berdasarkan evaluasi kinerja tahun 

sebelumnya dan kebutuhan aktual pemuda serta atlet. 

3. Memastikan kesesuaian anggaran dengan dinamika fiskal, prioritas 

pembangunan, dan capaian target kinerja. 

  



  

 

B. Tujuan Perubahan Renja 

Perubahan ini bertujuan untuk: 

1. Optimalisasi Program Prioritas 

▪ Memfokuskan anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung 

pada peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga. 

▪ Menyelaraskan program dengan RPJMN, RKPD, dan arahan 

Kemenpora. 

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Efisiensi 

▪ Memperbaiki alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran 

berdasarkan evaluasi tahun 2024. 

▪ Meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan 

keuangan daerah. 

3. Respons terhadap Kebutuhan Stakeholders 

▪ Menampung aspirasi pemuda, pelatih, atlet, dan masyarakat dalam 

penyediaan fasilitas olahraga serta program pemberdayaan. 

▪ Menyesuaikan dengan isu terkini (misal: digitalisasi, pencegahan 

kenakalan remaja, pengembangan e-sport). 

4. Pencapaian Target Kinerja 

▪ Mempercepat realisasi program yang tertunda (misal: pembangunan 

sarana olahraga, pelatihan atlet). 

▪ Meningkatkan indikator kinerja seperti jumlah atlet berprestasi, 

partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif, dan ketersediaan 

infrastruktur. 

5. Adaptasi terhadap Perubahan Eksternal 

▪ Mengantisipasi dampak inflasi/nilai tukar pada pembangunan 

fasilitas olahraga. 

▪ Memanfaatkan peluang pendanaan alternatif (CSR, sponsor, kerja 

sama swasta). 

 

 

 

 

  



  

 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Bandung Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB  I PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika  

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian 
Renstra PD. 

2.2. Kinerja Pelayanan SKPD. 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 

3.3. Program dan Kegiatan 

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
PERANGKAT DAERAH 

BAB IV PENUTUP 

 

  



  

 

BAB II  

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 

2.1  Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 

 

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan permasalahan-

permasalahan yang belum selesai dituntaskan serta isu-isu yang 

berkembang pada tahun berjalan merupakan basis data untuk 

merencanakan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah 

selanjutnya. 

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil 

evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan 

program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian 

yang telah ditetapkan di dalam Renstra PD, hasil dari evaluasi tersebut 

sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-

kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.  

a. Menyusun dokumen 5 tahunan yaitu Perubahan RENSTRA 

tahun 2021 - 2026; yaitu dokumen penjabaran visi, misi, dan 

program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, 

arah kebijakan daerah serta program perangkat daerah Dinas 

Pemuda dan Olahraga (DISPORA) yang disertai dengan kerangka 

pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun 

yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan 

RPJMD; 

b. Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD tahun 

2025; yang merupakan dokumen perencanaan sebagai 

implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) dan Juga rencana kerja dan pendanaannya 

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Penyusunan dokumen ini dimulai dari proses musrenbang 

tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum PD dan 

Musrenbang Tingkat Kabupaten; 

c. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan 
Olahraga (DISPORA) Tahun 2024. 

Hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 

2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 mengacu pada APBD 

Tahun 2024 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD 

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD pada 

tahun- tahun sebelumya. Berdasarkan hasil evaluasi Renja PD 2024 dan 

realisasi Renstra PD mengacu pada Laporan Kinerja Tahunan dan 

realisasi APBD Tahun anggaran 2024, Dinas Pemuda dan Olahraga pada 

Tahun 2024 melaksanakan 4 Program kegiatan yang terbagi dalam 15 

Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan dengan total jumlah anggaran Tahun 

2024 sebesar Rp. 78.794.108.982. 

 



  

 

 

Tercapainya realisasi Program/Kegiatan secara signifikan 

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 

2024. Dalam kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan dalam 

pembangunan terlihat dalam partisipasi wirausaha muda dalam ajang 

event-event yang lebih tinggi serta didukung dengan bimbingan teknis 

dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olaharga. 

Kegiatan meningkatkan prestasi olahraga didukung dengan pembinaan 

atlet-atlet di usia dini, menyelenggarakan event-event olahraga prestasi, 

serta kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat 

untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga. 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja 

Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga 

(DISPORA) Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak 

Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung 

Urusan PD dan Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), dengan 

ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :  

Tabel T.C.29 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 

Kabupaten Bandung 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Target Renja Perangkat 

daerah Tahun 2024

Realisasi  Renja Perangkat 

daerah Tahun 2024

Tingkat 

Realisasi (%)

Realisasi s/d 

Semester I (Mei 

2025)

Realisasi Capaian Program 

dan Kegiatan s/d tahun 2025

Tingkat Capaian 

Realisasi Target Renstra 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 10 11=(5+7+10) 12=(11/4)

2.19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

- Nilai SAKIP

- Presentase Aset Dalam kondisi Baik

71

82%

76.80

98.80

77 poin

82%

80,35 poin

87%

104,35

106,1

78

87%

2.19.1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100% 100 100% 0

2.19.1.2,01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 2 100 2 Dokumen 0

2.19.1.2,01.6
Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Laporan

1 1

100

1

Laporan 0

2.19.1.02.01.8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung 

Statistik Sektoral Daerah
- -

4
Dokumen 0

2.19.1.02.01.9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan 

dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
- -

2
Data 0

2.19.1.2,02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah
100% 100% 100

100%
Dokumen 0

2.19.1.2,02.1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN
53 Orang/Bulan

53 50
94.33962264

53
Orang 53 53 100

2.19.1.2,02.5
Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan

1 1

100

1

Laporan 0

2.19.1.2,02.7
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

4 Laporan

4 4

100

4

Laporan 0

2.19.1.2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah
100% 100%

100%
0

2.19.1.2,05.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut

Kelengkapan
1 Paket

1 1
100 2 Paket 0

2.19.1.2,05.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4 Dokumen

4 3
75

4
Kinerja 0

2.19.1.2,05.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan 85 85
100

85
Pegawai 0

2.19.1.2,06.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
85 Orang

-

2.19.1.2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 91.67%
100%

Dokumen 0

2.19.1.2,06.1 Penyediaan Komponen Isntalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang

Disediakan

1 Paket

1 1

100

1

Paket 0

2.19.1.2,06.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan
1 Paket

1 1
100

1
Paket 0

2.19.1.2,06.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 1 100 1 Paket 0

2.19.1.2,06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 1 100 1 Paket 0

2.19.1.2,06.5
Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 

Disediakan
1 Paket

1 1
100

1
Paket 0

2.19.1.2,06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan
1 Dokumen

- - 1
Dokumen 0

2.19.1.2,06.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 2 50 4 Laporan 0

2.19.1.2,07.9
Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4 Laporan

4 4
100

4
Laporan 0

2.19.1.2,07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Persentase Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100% 100% 100%

100%
0

2.19.1.2,07.1
Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan yang Disediakan
0 Unit

4
0

-
Unit

2.19.1.2,07.5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 6 2 33.33333333 3 Paket 3 3 100

2.19.1.2,07.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 6 4 66.66666667 10 Unit 1 1 10

2.19.1.2,08.9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan
1 Unit

- -
-

1
Unit 0

2.19.1.2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
100% 100% 100%

100%
0

2.19.1.2,08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat
4 Laporan

4 4
100

4
Laporan 0

2.19.1.2,08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
4 Laporan

4 4
100

4
Laporan 4 4 100

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan(Output)
Target Program dan Kegiatan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 2025

9

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD Tahun 

(2021-2026)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun  2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret 2025

 Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan Tahun 

2023  

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga



  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

2.19.1.2,09.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor yang Disediakan
4 Laporan

4 4
100

4
Laporan 4 4 100

2.19.1.2,09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100% 100% 100%

100%
0

2.19.1.2,09.1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya

1 Unit

1 - 1

Kendaraan 0

2.19.1.2,09.2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak

dan Perizinannya

25 Unit

25 25

100

25

Kendaraan 0

2.19.1.2,09.5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5 5 100 5 Mebel 0

2.19.1.2,09.6
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Dipelihara
10 Unit

10 6
60

10
Peralatan 0

2.19.1.2,11.9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

yang Dipelihara/Direhabilitasi
1 Unit

1 - 1
Gedung 0

2.19.1.2,11
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Persentase Dokumen Administrasi Keuangan dan 

Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
100%

100%
0

2.19.1.2,11.1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji

dan Tunjangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

2 2

100

2

Orang 0

2.19.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.19.2

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 

KEPEMUDAAN

- Jumlah Pemuda Berprestasi di Tingkat Provinsi dan 

Nasional 

- Persentase Peningkatan partisipasi Pemuda Dalam 

pembangunan Daerah

60 Orang

20 %

240 Orang

20%

65 orang

20%

74 Orang

25%

113,85%

125%

71 Orang

20 %
Jumlah

2.19.2.2,01.

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan 

Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, 

Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- Jumlah Pelatihan Wirausaha Muda

- Jumlah Pemuda Pelopor

- Jumlah Pemuda Kader

250 Orang

12 Orang

100 Orang

100 Orang

12 Orang

250 Orang

100 Orang

12 Orang

250 Orang

100%

251 Orang

12 Orang

100 Orang

Jumlah

2.19.2.2,01.1

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas 

Daya Saing Pemuda Pelopor

Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari

Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas

Daya Saingnya

12 Orang

12 12

100 - (Sudah tidak 

berlaku)

2.19.2.2,01.1

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan 

Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota

Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh 

Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan 

Kepeloporan Pemuda

- -

12

Pemuda 130 130 1083.333333

2.19.2.2,01.2

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas 

Daya Saing Wira Usaha Pemula

Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari

Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas

Daya Saingnya

150 Orang

150 Orang
200 60

30

250

Wirausaha 0

2.19.2.2,01.1

Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi 

dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
Jumlah yang menerima penghargaan pemuda - - 9 Orang 125 125 1388.888889

2.19.2.2,01.1

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di 

tingkat kabupaten/kota

Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya 

terpenuh
- -

350
pemuda 0

2.19.2.2,01.1

Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan 

Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi 

kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta 

penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat 

kabupaten/kota

Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas 

Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di 

kabupaten/kota

- -

1

dokumen 0

2.19.2.2,01.1

Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 

tingkat kabupaten/kota

Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang 

tersedia
- -

2
Unit 0

2.19.2.2,01.1

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan 

kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota

Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan 

Kesukarelawanan Pemuda
-

1
Kegiatan 0

2.19.2.2,02

Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
-Presentase organisasi kepemudaan yang aktif 68% 72%

72%
0

2.19.2.2,02.2

Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan 

organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan 

kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam 

pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
- - - 175 Orang 0

2.19.2.2,02.2

Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan 

organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota

Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang 

Meningkat Kapasitasnya
- - - 1 Organisasi 0

2.19.3

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 

KEOLAHRAGAAN

- Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional

- Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga

60 Atlet

15%

345 Atlet

15%
100 Orang

71 Atlet

25%

2.19.3.2,01

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada 

Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

- Cakupan Sarana dan Prasanara Keolahrgaan

- Cakupan Atlet Pencaksilat yang dibina untuk kejuaraan 

Tingkat Provinsi

100% 100%
100%

15 Orang

2.19.3.2,01.6

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan 

Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan 

Pendidikan Dasar

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan 

Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar

1 Dokumen 0



  

 

 

 

2.19.3.2,01.5

Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui 

perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan 

pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat 

kabupaten/kota yang tersedia
- 3 Unit 0

2.19.3.2,02

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

- Cakupan pembinaan Atlet

- Cakupan Event Kompetisi Olahraga Yang dilaksanakan
100% 100%

100%

5 Cabang Olahraga

2.19.3.2,02.4

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event 

Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event 

Tingkat Kabupaten/Kota
- 1 Kegiatan 0

2.19.3.2,02.5

Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan 

kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat 

kabupaten/kota dan kabupaten/kota

Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga 

Tingkat kabupaten/kota
- 1 Kegiatan 0

2.19.3.2,02.6

Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam 

Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga

Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat 

kabupaten/kota
- 120 Orang 0

2.19.3.2,03.0

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah 

Provinsi
Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan 50 Atlet 50 50 100 50 Atlet 0

2.19.3.2,03.1 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 50 Orang 50 50 100 50 Orang 0

2.19.3.2,03.2

Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Keolahragaan (Sport Science)

Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang

Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)

1 Pelatda

1

1 100 1 Pelatda 0

2.19.3.2.4

Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi 

kabupaten/kota

Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina 

dan Diberikan Pengembangan
- 65 Orang 100 100 153.8461538

2.19.3.2,03.4
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota

Jumlah Olahragawan Berprestasi

Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan
365 Orang

3
65 2166.666667 -

2.19.3.2.4

Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau 

berjasa dalam memajukan Olahraga

Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang 

berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
- - 50 Orang 0

2.19.3.2.4

pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di 

kabupaten/kota

Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di 

kabupaten/kota
- 1 Dokumen 0

2.19.3.2,04.0

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

- Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan 

Profesionalisme Pelatih Olahraga

-Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 

Olahraga

3 Kegiatan 3
150 Orang 

3 Kegiatan

2.19.3.2,04.1
Standardisasi Organisasi Keolahragaan

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan

Standardisasi Organisasi Keolahragaan
1 Dokumen

1
-

1
Dokumen 0

2.19.3.2.4

Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di 

kabupaten/kota

Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di 

kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional
- -

1
Dokumen 0

2.19.3.2,04.3

Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 

Dengan Lembaga Terkait

Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama

Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota
1 Dokumen

1
1 100 1 Dokumen 0

2.19.3.2,05.0 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga 15% 25% 25% 0

2.19.3.3.5

Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi 

yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, 

dan internasional

Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan 

Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
- 1 Lembaga 1 1 100

2.19.4.0.0
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Jumlah Pramuka yang Berprestasi tingkat Provinsi dan 

Nasional
60 Orang 495 Orang 70 0 75 Orang 0

2.19.4.2,01.0
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Partisipasi Pramuka dalam 

Pembangunan Daerah
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 2 100 2 Kegiatan 0

2.19.4.2,01.2
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

yang Meningkat Kapasitasnya
1 Organisasi 1 Organisasi

1 1
100 1 Organisasi 1 1 100

2.19.4.2,01.3

Pengembangan Kapasitas SDM

Kepramukaan Tingkat Daerah

Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang

Meningkat Kapasitasnya
100 Orang 100 Orang

100 -
- 125 Orang 0



  

 
 

 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) disusun saat tahun 

ke 5 pembentukan pembentukan Perangkat Daerah (PD) Dispora yang 

sebelumnya benama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata . 

Lahirnya PERDA dan PERBUP yang melatarbelakangi 

terbentuknya Perangkat Daerah (PD) Dinas Pemuda dan Olahraga 

(DISPORA) di antaranya yaitu: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bandung; 

b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 Tentang 

Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.12 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan PD Kabupaten 

Bandung; 

c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2023 tentang 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Bandung; 

d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah; 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan 

kewajiban penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) 

yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun. 

Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) sebagai penyelenggara 

pemerintah daerah yang mengemban tugas dan fungsi dalam 

perencanaan, penyusunan rencana program kerja untuk perencanaan 

satu tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi 

dan program Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten 

Bandung Tahun 2021 – 2026. 

  



  

 
 

 

 

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD DISPORA 

Isu yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat 

diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka 

panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu 

diatasi secara bertahap. 

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, maka isu 

yang berkembang di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung 

yaitu : 

 

Dalam mengemban tugas dan fungsi serta kewenangannya, Dinas Pemuda  

dan Olah Raga Kabupaten Bandung menghadapi berbagai permasalahan dan 

isu - isu strategis yang masih perlu diatasi dan diantisipasi. 

Adapun permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi hingga saat 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Sarana dan Prasarana Olahraga Belum Optimal dalam Penggunaannya; 

2. Sarana dan Prasarana Kepemudaan masih kurang memadai; 

3. Pembinaan terhadap kegiatan Keolahragaan masih bersifat insidental 

belum dapat menyentuh lapisan masyarakat dan pelajar; 

4. Pembinaan terhadap kegiatan Kepemudaan masih bersifat insidental  

belum dapat menyentuh lapisan masyarakat dan pemuda; 

5. Data-data tentang potensi Kepemudaan masih kurang; 

6. Data-data tentang potensi Keolahragaan masih kurang; 

7. Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang  Pelaksaan 

Teknis Peraturan Daerah No 16 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Keloahragaan Daerah; 

8. Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pelaksaan Teknis 

Peraturan Daerah No 30 Tahun 2012 tentang Pembangunan 

Kepemudaan; 

9.  Kurangnya Tenaga Ahli Keolahragaan dan Kepemudaan. 

 

Sedangkan isu-isu strategis berupa peluang dan ancaman di masa depan  

yang harus diantisipasi adalah sebagai berikut:  

A. Peluang  

1. Jumlah pemuda di Kabupaten Bandung sangat besar.  

2. Aksessibilitas  Kabupaten  Bandung yang  terbuka  untuk interkoneksitas 

regional, nasional dan internasional bagi pemuda dan pengembangan 

olahraga.  



  

 
 

B. Tantangan  

1. Pengaruh negatif dari globalisasi sangat mempengaruhi prilaku dan 

tatanan kehidupan pemuda; 

2. Belum membudayanya olahraga sebagai gaya hidup masyarakat; 

3. Belum optimalnya pemberdayaan pemuda dan pembinaan olahraga 

dalam pembangunan. 

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD 

 

Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra Dispora dan 

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan. 

Penyusunan RENJA merupakan rangkaian kegiatan yang simultan 

dengan penyusunan RKPD Perubahan, serta merupakan bagian dari 

rangkaian kegiatan penyusunan APBD Perubahan. Rencana Kerja 

Dispora merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA). 

Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian 

program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen 

perencanaan harus selaras dengan Rancangan RKPD Perubahan. 

Pada tabel 2.4 T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

tahun 2025 Kabupaten Bandung terdapat beberapa perbedaan pagu 

total anggaran antara Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir RKPD 

pada tahun anggaran 2025. Perbedaan tersebut dikarenakan terdapat 

kondisi yang berubah sesuai pagu belanja yang belum di anggarkan 

pada Rancangan Awal RKPD serta melakukan beberapa penyesuaian 

pada dokumen Renja Akhir. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

 
 

 

  
PROGRAM/KEGITAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGITAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA

2 19 X X X
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Nilai SAKIP

- Presentase Aset Dalam 

kondisi Baik

78

87%
22,622,970,535.52

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kab. Bandung

- Nilai SAKIP

- Presentase Aset Dalam 

kondisi Baik

78

87%
22,622,970,535.52

2 19 1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Persentase Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

100% 224,928,060.52
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Kab. Bandung

Persentase Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

100% 224,928,060.52

2 19 1 2 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

2 Dokumen 165,766,425.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah
Kab. Bandung

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

2 Dokumen 165,766,425.00

2 19 1 2 6
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

1 Laporan 47,991,635.52
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Bandung

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

1 Laporan 47,991,635.52

2 19 1
02.

01
8

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik 

Sektoral Daerah

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyelenggaraan Walidata 

Pendukung Statistik Sektoral 

Daerah

4 Dokumen 4,465,000.00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung 

Statistik Sektoral Daerah

Kab. Bandung

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyelenggaraan Walidata 

Pendukung Statistik 

Sektoral Daerah

4 Dokumen 4,465,000.00

2 19 1
02.0

1
9

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral 

Daerah

Jumlah Data Statistik 

Sektoral Daerah yang Telah 

Dikumpulkan dan Diperiksa 

Lingkup Perangkat Daerah

2 Data 6,705,000.00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik 

Sektoral Daerah

Kab. Bandung

Jumlah Data Statistik 

Sektoral Daerah yang Telah 

Dikumpulkan dan Diperiksa 

Lingkup Perangkat Daerah

2 Data 6,705,000.00

2 19 1 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Dokumen 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

100% 12,869,766,280.00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kab. Bandung

Persentase Dokumen 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

100% 12,869,766,280.00

2 19 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN

53 Orang/Bulan 12,839,990,530.00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kab. Bandung

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN

53 Orang/Bulan 12,839,990,530.00

2 19 1 2.02 5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

1 Laporan 17,092,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

Kab. Bandung

Jumlah Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

1 Laporan 17,092,000.00

2 19 1 2.02 7
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran 

SKPD dan Laporan

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semest

eran SKPD

4 Laporan 12,683,750.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kab. Bandung

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran 

SKPD dan Laporan

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semest

eran SKPD

4 Laporan 12,683,750.00

2 19 1 2.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase Dokumen 

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

100% 382,028,500.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah
Kab. Bandung

Persentase Dokumen 

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

100% 382,028,500.00

2 19 1 2.05 2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut

Kelengkapan

2 Paket 125,000,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya
Kab. Bandung

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut

Kelengkapan

2 Paket 125,000,000.00

2 19 1 2.05 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai

4 Dokumen 6,827,500.00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

Kab. Bandung

Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen 

Monitoring, Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai

4 Dokumen 6,827,500.00

2 19 1 2.05 9
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi yang 

Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

85 Orang 250,201,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kab. Bandung

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

85 Orang 250,201,000.00

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTINGKODE REKENING

TABEL TC-31

RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN BANDUNG



  

 
 

  
2 19 1 2.06 11

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang Undangan

Jumlah Orang yang 

Mengikuti Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

- 0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang Undangan

Kab. Bandung

Jumlah Orang yang 

Mengikuti Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

- 0

2 19 1 2.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Dokumen 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

100% 1,138,613,675.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kab. Bandung

Persentase Dokumen 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

100% 1,138,613,675.00

2 19 1 2.06 1
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang

Disediakan

1 Paket 51,913,144.00
Penyediaan Komponen instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kab. Bandung

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang

Disediakan

1 Paket 51,913,144.00

2 19 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan

Kantor yang Disediakan

1 Paket 286,608,900.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor
Kab. Bandung

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan

Kantor yang Disediakan

1 Paket 286,608,900.00

2 19 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan 

Rumah Tangga yang 

Disediakan

1 Paket 322,099,500.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kab. Bandung

Jumlah Paket Peralatan 

Rumah Tangga yang 

Disediakan

1 Paket 322,099,500.00

2 19 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan
1 Paket 8,102,950.00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kab. Bandung

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan

1 Paket 8,102,950.00

2 19 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan

1 Paket 95,648,556.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab. Bandung

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan

1 Paket 95,648,556.00

2 19 1 2.06 6
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang 

Disediakan

1 Dokumen 0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Kab. Bandung

Jumlah Dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang 

Disediakan

1 Dokumen 0

2 19 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu
4 Laporan 73,180,000.00 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kab. Bandung

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu
4 Laporan 73,180,000.00

2 19 1 2.07 9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

4 Laporan 301,060,625.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Kab. Bandung

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

4 Laporan 301,060,625.00

2 19 1 2.1
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Persentase Dokumen 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

100% 709,932,700.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Kab. Bandung

Persentase Dokumen 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

100% 709,932,700.00

2 19 1 2.07 1
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 

Operasional atau

Lapangan yang Disediakan

- 0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan
Kab. Bandung

Jumlah Unit Kendaraan 

Dinas Operasional atau

Lapangan yang Disediakan

- 0

2 19 1 2.07 5 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan
3 Unit 206,932,700.00 Pengadaan Mebel

Kab. Bandung

Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan
3 Unit 206,932,700.00

2 19 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Disediakan

10 Unit 503,000,000.00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kab. Bandung

Jumlah Unit Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Disediakan

10 Unit 503,000,000.00



  

 
 

  

2 19 1 2.08 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

1 Unit 0
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya
Kab. Bandung

Jumlah Unit Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

1 Unit 0

2 19 1 2.1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase Dokumen 

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

100% 6,817,701,320.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Kab. Bandung

Persentase Dokumen 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100% 6,817,701,320.00

2 19 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat

Menyurat

4 Laporan 18,590,000.00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kab. Bandung

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat

Menyurat

4 Laporan 18,590,000.00

2 19 1 2.08 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

4 Laporan 1,627,690,700.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Kab. Bandung

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

4 Laporan 1,627,690,700.00

2 19 1 2.09 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan

Umum Kantor yang 

Disediakan

4 Laporan 5,171,420,620.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kab. Bandung

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan

Umum Kantor yang 

Disediakan

4 Laporan 5,171,420,620.00

2 19 1 2.1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Dokumen 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100% 280,000,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kab. Bandung

Persentase Dokumen 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100% 280,000,000.00

2 19 1 2.09 1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya

1 Unit 0

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan
Kab. Bandung

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya

1 Unit 0

2 19 1 2.09 2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau

Lapangan yang Dipelihara 

dan dibayarkan Pajak

dan Perizinannya

25 Unit 185,000,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kab. Bandung

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau

Lapangan yang Dipelihara 

dan dibayarkan Pajak

dan Perizinannya

25 Unit 185,000,000.00

2 19 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel
Jumlah Mebel yang 

Dipelihara
5 Unit 20,000,000.00 Pemeliharaan Mebel

Kab. Bandung

Jumlah Mebel yang 

Dipelihara
5 Unit 20,000,000.00

2 19 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang

Dipelihara

10 Unit 75,000,000.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kab. Bandung

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang

Dipelihara

10 Unit 75,000,000.00

2 19 1 2.11 9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Kab. Bandung

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 0

2 19 1 2.1
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Persentase Dokumen 

Administrasi Keuangan dan 

Operasional Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah

100% 200,000,000.00
Administrasi Keuangan dan Operasional 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kab. Bandung

Persentase Dokumen 

Administrasi Keuangan 

dan Operasional Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah

100% 200,000,000.00

2 19 1 2.11 1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji

dan Tunjangan Kepala 

Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

2 Orang/Bulan 200,000,000.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kab. Bandung

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji

dan Tunjangan Kepala 

Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

2 Orang/Bulan 200,000,000.00

Jumlah 1 22,622,970,535.52 Jumlah 1 22,622,970,535.52



  

 
 

 

 

2 19 0 0 0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kab. Bandung

2 19 2
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 

SAING KEPEMUDAAN

- Jumlah Pemuda 

Berprestasi di Tingkat 

Provinsi dan Nasional - 

Persentase Peningkatan 

partisipasi Pemuda Dalam 

pembangunan Daerah

71 Orang

20 %
6,270,456,800.00

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 

SAING KEPEMUDAAN

Kab. Bandung

- Jumlah Pemuda 

Berprestasi di Tingkat 

Provinsi dan Nasional - 

Persentase Peningkatan 

partisipasi Pemuda Dalam 

pembangunan Daerah

71 Orang

20 %
6,270,456,800.00

2 19 2 2 0

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan 

Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda 

Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda 

Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Jumlah Pelatihan 

Wirausaha Muda

Jumlah Pemuda Pelopor

Jumlah Pemuda Kader

251 Orang

12 Orang

100 Orang

2,753,554,700.00

Penyadaran, Pemberdayaan, dan 

Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan 

Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, 

Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota
Kab. Bandung

Jumlah Pelatihan 

Wirausaha Muda

Jumlah Pemuda Pelopor

Jumlah Pemuda Kader

251 Orang

12 Orang

100 Orang

2,753,554,700.00

2 19 2 2.01 1 10

Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor 

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui 

pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota 

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta 

penyusunan dan implementasi Rencana Aksi 

Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota

Jumlah Pemuda Pelopor 

Tingkat kabupaten/kota dari 

Seluruh Kabupaten/Kota yang 

difasilitasi dalam 

Pengembangan Kepeloporan 

Pemuda

12 Orang 223,610,300.00

Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas 

Sektor Penyelenggaraan Pelayanan 

Kepemudaan melalui pembentukan tim 

koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan 

Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan 

implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD 

Tingkat kabupaten/kota

Kab. Bandung

Jumlah Pemuda Pelopor 

Tingkat kabupaten/kota 

dari Seluruh 

Kabupaten/Kota yang 

difasilitasi dalam 

Pengembangan Kepeloporan 

Pemuda

12 Orang 223,610,300.00

2 19 2 2.01 1 11

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan 

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi 

Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota

Jumlah Wirausaha Muda 

Tingkat kabupaten/kota 

Yang Difasilitasi 

Pengembangan 

Kewirausahaan Pemuda

250 Orang
447,348,800.00

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Penyelenggaraan Pengembangan 

Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha 

pemula Tingkat Kabupaten/kota

Kab. Bandung

Jumlah Wirausaha Muda 

Tingkat kabupaten/kota 

Yang Difasilitasi 

Pengembangan 

Kewirausahaan Pemuda

250 Orang
447,348,800.00

2 19 2 2.01 1 12

Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang 

berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan 

potensi pemuda

Jumlah yang menerima 

penghargaan pemuda
9 Orang 99,920,000.00

Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi 

yang berprestasi dan/atau berjasa dalam 

memajukan potensi pemuda
Kab. Bandung

Jumlah yang menerima 

penghargaan pemuda
9 Orang 99,920,000.00

2 19 2 2.01 1 13

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat 

kabupaten/kota

Jumlah pemuda di tingkat 

kabupaten/kota yang haknya 

terpenuh

350 Orang 63,237,300.00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Pengembangan kepemimpinan pemuda 

tingkat kabupaten/kota

Kab. Bandung

Jumlah pemuda di tingkat 

kabupaten/kota yang 

haknya terpenuh

350 Orang 63,237,300.00

2 19 2 2.01 1 14
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan 

Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota

Jumlah dokumen hasil 

Pelaksanaan Koordinasi 

Strategis Lintas Sektor 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Kepemudaan di 

kabupaten/kota

1 Dokumen 0

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi 

Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat 

kabupaten/kota

Kab. Bandung

Jumlah dokumen hasil 

Pelaksanaan Koordinasi 

Strategis Lintas Sektor 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Kepemudaan di 

kabupaten/kota

1 Dokumen 0

2 19 2 2.01 1 15

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda 

Pelopor Tingkat Kabupaten/kota

Jumlah prasarana 

kepemudaan di tingkat 

kabupaten/kota yang 

tersedia

2 Unit 365,217,300.00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi 

Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota

Kab. Bandung

Jumlah prasarana 

kepemudaan di tingkat 

kabupaten/kota yang 

tersedia

2 Unit 365,217,300.00

2 19 2 2.01 1 16
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana 

Kepemudaan tingkat kabupaten/kota

Jumlah Kab/Kot dengan 

Kepemimpinan dan 

Kepeloporan dan 

Kesukarelawanan Pemuda

1 Kegiatan 1,554,221,000.00
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan 

Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota

Kab. Bandung

Jumlah Kab/Kot dengan 

Kepemimpinan dan 

Kepeloporan dan 

Kesukarelawanan Pemuda

1 Kegiatan 1,554,221,000.00

2 19 2 2 0
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi 

Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

-Presentase organisasi 

kepemudaan yang aktif
72% 3,516,902,100.00

Pemberdayaan dan Pengembangan 

Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota
Kab. Bandung

-Presentase organisasi 

kepemudaan yang aktif
72% 3,516,902,100.00



  

 
 

  2 19 2 2.02 2 3

Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran 

pengembangan organisasi kepemudaan tingkat 

kabupaten/kota

Jumlah organisasi 

kepemudaan yang difasilitasi 

dalam pengembangan 

organisasi kepemudaan 

tingkat kabupaten/kota

175 Orang 3,516,902,100.00

Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran 

pengembangan organisasi kepemudaan 

tingkat kabupaten/kota

Kab. Bandung

Jumlah organisasi 

kepemudaan yang 

difasilitasi dalam 

pengembangan organisasi 

kepemudaan tingkat 

kabupaten/kota

175 Orang 3,516,902,100.00

2 19 2 2.02 2 4

Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan 

Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui 

kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi 

pemuda tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi 

Kepramukaan Tingkat 

Daerah yang Meningkat 

Kapasitasnya

1 Organisasi 0

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi 

kepemudaan melalui kemitraan berbasis 

peneguhan kemandirian ekonomi pemuda 

tingkat Kabupaten/Kota Kab. Bandung

Jumlah Organisasi 

Kepramukaan Tingkat 

Daerah yang Meningkat 

Kapasitasnya

1 Organisasi 0

2 19 3
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 

SAING KEOLAHRAGAAN

Jumlah Atlet Berprestasi di 

Tingkat Provinsi dan 

Nasional

Tingkat Partisipasi 

Masyarakat Berolahraga

71 Atlet

25%
46,675,531,150.00

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 

SAING KEOLAHRAGAAN

Kab. Bandung

Jumlah Atlet Berprestasi 

di Tingkat Provinsi dan 

Nasional

Tingkat Partisipasi 

Masyarakat Berolahraga

71 Atlet

25%
46,675,531,150.00

2 19 3 2 1

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang 

menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Cakupan Sarana dan 

Prasanara Keolahrgaan

- Cakupan Atlet Pencaksilat 

yang dibina untuk 

kejuaraan Tingkat Provinsi

- 100%

- 15 Orang
7,549,563,800.00

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang 

menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

Kab. Bandung

- Cakupan Sarana dan 

Prasanara Keolahrgaan

- Cakupan Atlet 

Pencaksilat yang dibina 

untuk kejuaraan Tingkat 

Provinsi

- 100%

- 15 Orang
7,549,563,800.00

2 19 3 2 1 5

Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana 

olahraga melalui perencanaan, pengadaan, 

pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan 

Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

Jumlah sarana dan prasarana 

olahraga di tingkat 

kabupaten/kota yang 

tersedia

3 unit 7,301,239,300.00

Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan 

prasarana olahraga melalui perencanaan, 

pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan 

pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat 

kabupaten/kota

Kab. Bandung

Jumlah sarana dan 

prasarana olahraga di 

tingkat kabupaten/kota 

yang tersedia

3 unit 7,301,239,300.00

2 19 3 2 1 6

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan 

Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan 

Dasar

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan 

Perkumpulan Olahraga dan 

Penyelenggaraan Kompetisi 

oleh Satuan Pendidikan 

Dasar

1 Dokumen 248,324,500.00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan 

Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan 

Pendidikan Dasar

Kab. Bandung

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan 

Perkumpulan Olahraga dan 

Penyelenggaraan Kompetisi 

oleh Satuan Pendidikan 

Dasar

1 Dokumen 248,324,500.00

2 19 3 2 2
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

- Cakupan pembinaan Atlet

- Cakupan Event Kompetisi 

Olahraga Yang 

dilaksanakan

- 100%

- 5 Cabang Olahraga
1,552,272,000.00

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kab. Bandung

- Cakupan pembinaan Atlet

- Cakupan Event Kompetisi 

Olahraga Yang 

dilaksanakan

- 100%

- 5 Cabang Olahraga
1,552,272,000.00

2 19 3 2 2 4
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan 

Single Event Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Kejuaraan Olahraga 

Multi Event dan Single Event 

Tingkat Kabupaten/Kota

1 Kegiatan 182,420,000.00

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi 

Event dan Single Event Tingkat 

Kabupaten/Kota

Kab. Bandung

Jumlah Kejuaraan Olahraga 

Multi Event dan Single Event 

Tingkat Kabupaten/Kota

1 Kegiatan 182,420,000.00

2 19 3 2 2 5

Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat 

Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan 

Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan 

kabupaten/kota

Jumlah Penyelenggaraan 

Pekan dan Kejuaraan 

Olahraga Tingkat 

kabupaten/kota

1 Kegiatan 695,764,500.00

Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar 

Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta 

Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat 

kabupaten/kota dan kabupaten/kota

Kab. Bandung

Jumlah Penyelenggaraan 

Pekan dan Kejuaraan 

Olahraga Tingkat 

kabupaten/kota

1 Kegiatan 695,764,500.00

2 19 3 2 2 6

Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota 

dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan 

olahraga

Jumlah Peserta pada 

Penyelenggaraan Kejuaraan 

Tingkat kabupaten/kota

120 Orang 674,087,500.00

Keikutsertaan anggota kontingen 

kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan 

pekan dan kejuaraan olahraga

Kab. Bandung

Jumlah Peserta pada 

Penyelenggaraan Kejuaraan 

Tingkat kabupaten/kota

120 Orang 674,087,500.00

2 19 3 2 3
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 

Tingkat Daerah Provinsi

Jumlah atlet yang 

mengikuti pembinaan
50 Atlet 26,094,480,700.00

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Kab. Bandung

Jumlah atlet yang 

mengikuti pembinaan
50 Atlet 26,094,480,700.00

2 19 3 2 3 6 Seleksi Atlet Daerah
Jumlah Atlet Daerah yang 

Diseleksi
50 Orang 3,937,700.00 Seleksi Atlet Daerah Kab. Bandung

Jumlah Atlet Daerah yang 

Diseleksi
50 Orang 3,937,700.00



  

 
 

 2 19 3 2 3 7

Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang 

berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan 

Olahraga

Terlaksananya pemberian 

Penghargaan olahraga bagi 

yang berprestasi dan/atau 

berjasa dalam memajukan 

Olahraga

50 Orang 6,640,000,000.00

Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang 

berprestasi dan/atau berjasa dalam 

memajukan Olahraga

Kab. Bandung

Terlaksananya pemberian 

Penghargaan olahraga bagi 

yang berprestasi dan/atau 

berjasa dalam memajukan 

Olahraga

50 Orang 6,640,000,000.00

2 19 3 2 3 8
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi Keolahragaan (Sport Science)

Jumlah Pemusatan Latihan 

Daerah yang

Berkualitas berdasarkan Ilmu 

Pengetahuan dan

Teknologi Keolahragaaan 

(Sport Science)

1 Pelatda 226,435,300.00
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
Kab. Bandung

Jumlah Pemusatan Latihan 

Daerah yang

Berkualitas berdasarkan 

Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Keolahragaaan 

(Sport Science)

1 Pelatda 226,435,300.00

2 19 3 2 3 9
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan 

Berprestasi kabupaten/kota

Jumlah Olahragawan 

Berprestasi kabupaten/kota 

yang Dibina dan Diberikan 

Pengembangan

65 Orang 18,974,745,000.00
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan 

Berprestasi kabupaten/kota
Kab. Bandung

Jumlah Olahragawan 

Berprestasi kabupaten/kota 

yang Dibina dan Diberikan 

Pengembangan

65 Orang 18,974,745,000.00

2 19 3 2 3 10
pembentukan dan Penyediaan sistem data 

Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota

Jumlah dokumen penyediaan 

data Keolahragaan terpadu di 

kabupaten/kota

1 Dokumen 249,362,700.00
pembentukan dan Penyediaan sistem data 

Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
Kab. Bandung

Jumlah dokumen 

penyediaan data 

Keolahragaan terpadu di 

kabupaten/kota

1 Dokumen 249,362,700.00

2 19 3 2 4
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 

Olahraga

- Jumlah Kegiatan 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Profesionalisme Pelatih 

Olahraga

-Jumlah Kegiatan 

Pembinaan dan 

Pengembangan Organisasi 

Olahraga

- 150 Orang 

- 3 Kegiatan
999,119,000.00

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 

Olahraga
Kab. Bandung

- Jumlah Kegiatan 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Profesionalisme Pelatih 

Olahraga

-Jumlah Kegiatan 

Pembinaan dan 

Pengembangan Organisasi 

Olahraga

- 150 Orang 

- 3 Kegiatan
999,119,000.00

2 19 3 2 4 5
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi 

Keolahragaan di kabupaten/kota

Persentase pengelolaan 

organisasi keolahragaan di 

kabupaten/kota sesuai 

1 Dokumen 150,187,000.00
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan 

Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
Kab. Bandung

Persentase pengelolaan 

organisasi keolahragaan di 

kabupaten/kota sesuai 

1 Dokumen 150,187,000.00

2 19 3 2 4 6
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan 

Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait

Jumlah Dokumen Hasil 

Peningkatan Kerja Sama 

Organisasi Keolahragaan 

Kabupaten/Kota

1 Dokumen 848,932,000.00

Peningkatan Kerja Sama Organisasi 

Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan 

Lembaga Terkait

Kab. Bandung

Jumlah Dokumen Hasil 

Peningkatan Kerja Sama 

Organisasi Keolahragaan 

Kabupaten/Kota

1 Dokumen 848,932,000.00

2 19 3 2 5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Angka Partisipasi 

Masyarakat Berolahraga
25% 10,480,095,650.00

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Rekreasi
Kab. Bandung

Angka Partisipasi 

Masyarakat Berolahraga
25% 10,480,095,650.00

2 19 3 2 5 9

Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi 

melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, 

pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan

Jumlah Prasarana dan Sarana 

Kepramukaan 

kabupaten/kota yang 

Tersedia dan Termanfaatkan

14 Unit 3,610,002,500.00

Penyediaan prasarana dan sarana olahraga 

rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, 

pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, 

dan pengawasan

Kab. Bandung

Jumlah Prasarana dan 

Sarana Kepramukaan 

kabupaten/kota yang 

Tersedia dan 

Termanfaatkan

14 Unit 3,610,002,500.00

2 19 3 2 5 10

Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival 

Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan 

berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan 

internasional

Jumlah Lembaga yang 

terfasilitasi dalam 

Pengembangan dan 

Pemasalan Festival dan 

Olahraga Rekreasi

1 Lembaga 6,870,093,150.00

Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan 

festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang 

dan berkelanjutan pada tingkat daerah, 

nasional, dan internasional

Kab. Bandung

Jumlah Lembaga yang 

terfasilitasi dalam 

Pengembangan dan 

Pemasalan Festival dan 

Olahraga Rekreasi

1 Lembaga 6,870,093,150.00

2 19 4
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 

KEPRAMUKAAN

Jumlah Pramuka yang 

Berprestasi tingkat Provinsi 

dan Nasional

75 Orang 3,817,132,479.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 

KEPRAMUKAAN

Kab. Bandung

Jumlah Pramuka yang 

Berprestasi tingkat 

Provinsi dan Nasional

75 Orang 3,817,132,479.00

2 19 4 2 1
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 

Kepramukaan
2 Kegiatan 3,817,132,479.00

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 

Kepramukaan
Kab. Bandung 2 Kegiatan 3,817,132,479.00

2 19 4 2 1 2
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan 

Tingkat Daerah

Jumlah Organisasi 

Kepramukaan Tingkat 

Daerah

yang Meningkat Kapasitasnya

1 Organisasi 3,685,618,100.00
Peningkatan Kapasitas Organisasi 

Kepramukaan Tingkat Daerah
Kab. Bandung

Jumlah Organisasi 

Kepramukaan Tingkat 

Daerah

yang Meningkat 

Kapasitasnya

1 Organisasi 3,685,618,100.00

2 19 4 2 1 3
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat 

Daerah

Jumlah SDM Kepramukaan 

Tingkat Daerah yang

Meningkat Kapasitasnya

125 Orang 131,514,379.00
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan 

Tingkat Daerah
Kab. Bandung

Jumlah SDM Kepramukaan 

Tingkat Daerah yang

Meningkat Kapasitasnya

125 Orang 131,514,379.00



  
 

 
 
 

 
2.4   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

 

Perubahan Renja PD Dispora Tahun 2025 merupakan rencana 

kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang 

telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Bandung 

Tahun 2025 dan merupakan pelaksanaan tahun 4 pada RPJMD 

periode 2021 - 2026. Selanjutnya Perubahan Renja Dispora Tahun 

2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. 

Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, 

tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 

indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang 

menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai 

indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan 

pembangunan. 

Dalam konteks rencana kerjanya, Dispora Kabupaten 

Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan 

potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan 

tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi 

lain, dalam era globalisasi, Dispora dituntut untuk siap dan 

sanggup membuat/menyusun suatu program kinerja yang baik, 

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat. 

Perubahan Renja Tahun 2025, Perencanaan pelaksanaan 

program dan kegiatan Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan 

kebutuhan Dinas Pemuda dan Olaharga berdasarkan SOTK pada 

Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2023 tentang Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Bandung akan melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:  

 

Tabel T-C.32. 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 
Tahun 2025 Kabupaten Bandung 

(TABEL TERLAMPIR) 

 

  



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 

 
  



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

 
 
 

  



  
 

 
 
 

BAB III  

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM 
DAN KEGIATAN 

 
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

 

Ketentuan Pasal 159 dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa penelaahan 

terhadap Dokumen perencanaan pembangunan Nasional dilakukan 

dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus 

dipedomani oleh Daerah. Mempedomani RPJMN dalam penyusunan 

RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, 

arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah 

daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah 

pengembangan wilayah dan program strategis nasional dengan 

memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. 

Penelaahan isu strategis nasional juga perlu diperhatikan 

dalam menyusun isu strategis daerah. Pembangunan jangka 

menengah nasional tahun 2025-2030 dilaksanakan pada periode 

kepemimpinan Presiden terpilih dan Wakil Presiden dengan Visi 

“Indonesia Emas 2045” serta 8 misi yang dikenal dengan Asta Cita 

yaitu : 

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi 

manusia(HAM); 

2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan 

mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, 

energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 

3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong 

kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan 

melanjutkan pengembangan infrastruktur; 

4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), 

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, 

kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, 

pemuda, dan penyandang disabilitas; 

5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 

6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan  

ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 

7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta   

Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan 

narkoba; 

8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan 

lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi 



  
 

 
 
 

antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil 

dan makmur. 

 

Beberapa fokus utama dalam kebijakan nasional 2025–2030 

meliputi: 

a) Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, dengan fokus 

pada pendidikan vokasi, literasi digital, dan kualitas 

kesehatan. 

b) Transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui 

hilirisasi industri, ekonomi hijau, dan pemberdayaan UMKM. 

c) Penguatan ketahanan nasional, termasuk ketahanan pangan, 

energi, dan pertahanan siber. 

d) Pemerataan pembangunan, dengan memperkuat peran 

daerah, mempercepat konektivitas infrastruktur, dan 

mengurangi ketimpangan antarwilayah.



  
  

 
 

 
 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DISPORA 

Berdasarkan penelaahan terhadap Rancangan Dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Bandung Tahun 2025-2030, terkait serta hasil 

identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten 

Bandung, maka dibutuhkan perumusan Visi Pemerintah 

Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijkan lima tahun 

mendatang. Visi Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan 

periode kedua adalah ”TERWUJUDNYA KABUPATEN BANDUNG 

LEBIH BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS, SEJAHTERA 

(BEDAS) MAJU, DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA 

EMAS”. 

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan 5 (lima) misi 

yang telah ditetapkan, yaitu : 

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia berakhlak 

dan berkarakter dengan didukung keberpihakan 

penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan 

perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak; 

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan 

berkeadilan serta mendorong ketahanan pangan melalui 

produksi pangan lokal yang berkelanjutan; 

3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik guna 

mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, 

transparan, dan akuntabel; 

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan 

berwawasan lingkungan; 

5. Menjaga stabilitas, ketentraman, dan ketertiban umum; 

6. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis 

dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan 

toleransi antar umat beragama untuk mencapai 

masyarakat yang adil dan makmur. 

Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam misi-misi yang 

ada pada Kabupaten Bandung. Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Bandung, dalam hal ini berperan dalam pencapaian Misi 

Ke-1 (satu) yaitu : 

“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia berakhlak dan 

berkarakter dengan didukung keberpihakan penguatan 

kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan 

mendorong perlindungan bagi anak”. 



  
  

 
 

 
 

Setelah Penjabaran Visi dan Misi yang ada pada Kabupaten 

Bandung, Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki tujuan yaitu : 

“Meningkatnya pengembangan potensi pemuda dan 

keolahragaan”. 

Untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembinaan, 

Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan, Dinas Pemuda dan 

Olahraga mempunyai sasaran sebagai berikut : 

“Meningkatnya pengembangan potensi pemuda dan 

keolahragaan”. 

Berikut secara detail tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 



  
 
 

 
 

 
 

Tabel 3.1  

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung 
 

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang 
Relevan 

Tujuan Sasaran Indikator 

Target Tahun 

Ket 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Meningkatnya Kualitas Kehidupan 
Keluarga serta Pengembangan 
Potensi Pemuda dan Keolahragaan 

Meningkatnya 
pengembangan potensi 
pemuda dan keolahragaan 

Meningkatnya peran 
pemuda dalam 
pembangunan dan prestasi 
olahraga 

Indeks 
Pembangunan 
Pemuda 

58,77 60,12 61,5 62,92 64,36 65,84  

   
Tingkat partisipasi 
masyarakat 
berolahraga 

69,35 71,25 73,40 74,10 75,00 77,00  

 

 
 

 
 
 

 



  
 
 

 
 
 

 
 

 

3.3. Program dan Kegiatan 

 

Rencana Program dan Kegiatan merupakan bagian integral 

dari dokumen perencanaan pembangunan yang menjabarkan 

secara operasional arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah 

ditetapkan. Program dan kegiatan yang direncanakan 

mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan telah disusun 

dengan mempertimbangkan sinkronisasi antara kebijakan 

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta mempedomani 

Rencana Strategis Dispora Tahun 2025-2030. Rencana program 

dan kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran pada Dinas 

Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut. Melalui perencanaan program dan kegiatan yang terarah 

dan terintegrasi, diharapkan mampu mempercepat pencapaian 

tujuan pembangunan jangka menengah, memperkuat tata kelola 

pemerintahan, serta menjawab kebutuhan dan harapan 

masyarakat secara berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 

2024 dan pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Bandung Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi 

yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai, Belanja 

Barang dan Jasa dan Belanja Hibah, dan Belanja Modal yang terdiri 

dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan, dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan 

ruang lingkup kegiatannya. Terdapat 4 Program yang terdapat 

kedalam 1 Sekretariat dan 4 Bidang pada Dinas Pemuda dan 

Olahraga. 

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang 

perwujudan tujuan dan sasaran Dispora, dalam Perubahan Renja 

Tahun 2025 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai 

berikut: 



   
 

 

 

 
 
 

 
 

Tabel 4.1 

Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung 

 

NSPK 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 

PROGRAM KET 

DAN KEGIATAN  

SASARAN 
RPJMD 

SUB KEGIATAN  

YANG 
RELEVAN 

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Meningkatny
a Kualitas 
Kehidupan 
Keluarga 
serta 
Pengembanga
n Potensi 
Pemuda dan 
Keolahragaan 

Meningkatny
a peran 
pemuda 
dalam 
pembanguna
n dan 
prestasi 
olahraga 

       

  

Meningkatny
a 
pengembanga
n potensi 
pemuda dan 
keolahragaan 

      

   

Meningkatny
a Tata kelola 
pemerintaha
n yang lebih 
baik 

 Point Nilai AKIP 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 

     Persen 
Persentase aset BMD dalam 
kondisi baik 

  



   
 

 

 

 
 
 

 
 

     % 

Persentase Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah yang 
disusun sesuai ketentuan 
dan tepat waktu 

Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 

     Dokume
n 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

 

     Laporan 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
danIkhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

 

     Dokume
n 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

 

     Dokume
n 

Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang Telah 
Dikumpulkan dan Diperiksa 
Lingkup Perangkat Daerah 

Pelaksanaan Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral Daerah 

 

         

     % 
Persentase Dokumen 
pelaksanaan Administrasi 
Keuangan yang tepat waktu 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

 

     Orang / 
Bulan 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

 

     Laporan 

Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

 



   
 

 

 

 
 
 

 
 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

     Laporan 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semeste
ran SKPD 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semeste
ran SKPD 

 

         

     % 

Persentase Dokumen 
pelaksanaan Administrasi 
Kepegawaian yang tepat 
waktu 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 

     Paket 
Jumlah Paket Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapan 

Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

 

     Dokume
n 

Jumlah Dokumen Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai 

 

     Orang 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

 

     Orang 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang Undangan 

 

         

     % 
Persentase Dokumen 
pemenuhan Pelayanan 
Administrasi Umum Kantor 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 

     Paket 
Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 

Penyediaan Komponen 
Isntalasi Listrik/Penerangan 

 



   
 

 

 

 
 
 

 
 

Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Bangunan Kantor 

     Paket 
Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

 

     Paket 
Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan 

Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

 

     Paket 
Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

 

     Paket 
Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

 

     Dokume
n 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
undangan 

 

     Laporan 
Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Fasilitasi Kunjungan Tamu  

     Laporan 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

 

         

     % 

Persentase Dokumen 
Pelayanan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 

     Unit 
Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Disediakan 

Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

 

     Unit 
Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

Pengadaan Mebel  



   
 

 

 

 
 
 

 
 

     Unit 
Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

 

         

     % 

Persentase laporan 
penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

 

     Laporan 
Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

 

     Laporan 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang 
Disediakan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

 

     Laporan 
Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

 

         

     % 
Persentase BMD dalam 
Kondisi Baik 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 

     Unit 

Jumlah dokumen hasil 
Pelaksanaan Koordinasi 
Strategis Lintas Sektor 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Kepemudaan di 
kabupaten/kota 

Pelaksanaan Koordinasi 
Strategis Lintas Sektor 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Kepemudaan melalui 
pembentukan tim koordinasi 
kabupaten/kota 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Kepemudaan serta 
penyusunan dan implementasi 
Rencana Aksi Daerah/RAD 
Tingkat kabupaten/kota 

 

     Unit Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan  



   
 

 

 

 
 
 

 
 

Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

     Unit Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel  

     Unit 
Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

 

     Unit 
Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

 

         

     % 
Persentase Dokumen 
Administrasi Keuangan dan 
Operasional KDH dan WKDH 

Administrasi Keuangan dan 
Operasional Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah 

 

     Orang / 
Bulan 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah 

 

         

       
PROGRAM PENGEMBANGAN 
KAPASITAS DAYA SAING 
KEPEMUDAAN 

Mendukung 
Astacita 
"Meningkatn
ya kualitas 
pemuda, 
budaya 
olahraga 
yang inklusif, 
dan prestasi 
olahraga" 

   
Meningkatny
a daya saing 
kepemudaan 

Tingkat 
partisipasi 
pemuda 
dalam 

% 
Presentase Peningkatan 
partisipasi Pemuda Dalam 
Pembangunan Daerah 

  



   
 

 

 

 
 
 

 
 

organisasi 
kepemudaa
n dan 
organisasi 
sosial 
kemasyarak
at 

     Orang 
Jumlah Pemuda 
Berprestasi di Tingkat 
Kabupaten 

  

         

     Orang 

Jumlah Pelatihan Wirausaha 
Muda 
Jumlah Pemuda Pelopor 
Jumlah Pemuda Pelopor 

Penyadaran, Pemberdayaan, 
dan Pengembangan Pemuda 
dan Kepemudaanm 
Terhadap Pemuda Pelopor 
Kabupaten/Kota, Eirausaha 
Pemula dan Kader 
Kabupaten 

 

     Dokume
n 

Jumlah dokumen hasil 
Pelaksanaan Koordinasi 
Strategis Lintas Sektor 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Kepemudaan di 
kabupaten/kota 

Pelaksanaan Koordinasi 
Strategis Lintas Sektor 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Kepemudaan melalui 
pembentukan tim koordinasi 
kabupaten/kota 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Kepemudaan serta 
penyusunan dan implementasi 
Rencana Aksi Daerah/RAD 
Tingkat kabupaten/kota 

 

     Orang 

Jumlah Wirausaha Muda 
Tingkat kabupaten/kota Yang 
Difasilitasi Pengembangan 
Kewirausahaan Pemuda 

Koordinasi Sinkronisasi dan 
Penyelenggaraan 
Pengembangan 
Kewirausahaan Pemuda Bagi 

 



   
 

 

 

 
 
 

 
 

Wirausaha pemula Tingkat 
Kabupaten/kota 

     Orang 
Jumlah yang menerima 
penghargaan pemuda 

Pemberian Penghargaan 
Kepemudaan bagi yang 
berprestasi dan/atau berjasa 
dalam memajukan potensi 
pemuda 

 

     Kegiatan 

Jumlah Kab/Kot dengan 
Kepemimpinan dan 
Kepeloporan dan 
Kesukarelawanan Pemuda 

Koordinasi Sinkronisasi dan 
Penyelenggaraan 
Pengembangan kepemimpinan 
pemuda tingkat 
kabupaten/kota 

 

     Orang 
Jumlah pemuda di tingkat 
kabupaten/kota yang haknya 
terpenuhi 

Pelaksanaan koordinasi dan 
sinkronisasi Pemenuhan Hak 
Pemuda di tingkat 
kabupaten/kota 

 

     Orang 

Jumlah Pemuda Pelopor 
Tingkat kabupaten/kota dari 
Seluruh Kabupaten/Kota yang 
difasilitasi dalam 
Pengembangan Kepeloporan 
Pemuda 

Koordinasi Sinkronisasi dan 
Penyelenggaraan 
Pengembangan Kepeloporan 
Pemuda bagi Pemuda Pelopor 
Tingkat Kabupaten/kota 

 

     Unit 
Jumlah prasarana 
kepemudaan di tingkat 
kabupaten/kota yang tersedia 

Penyediaan dan Pengelolaan 
Prasarana dan Sarana 
Kepemudaan tingkat 
kabupaten/kota 

 

         

     % 
Presentase organisasi 
kepemudaan yang aktif 

Pemberdayaan dan 
Pengembangan Organisasi 
Kepemudaan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

 

     Organisa
si 

Jumlah Organisasi 
Kepramukaan Tingkat Daerah 

Koordinasi sinkronisasi dan 
penyelenggaran 

 



   
 

 

 

 
 
 

 
 

yang Meningkat Kapasitasnya pengembangan organisasi 
kepemudaan tingkat 
kabupaten/kota 

     Orang 

Jumlah organisasi 
kepemudaan yang difasilitasi 
dalam pengembangan 
organisasi kepemudaan 
tingkat kabupaten/kota 

Koordinasi Sinkronisasi dan 
penyelenggaraan 
Pemberdayaan organisasi 
kepemudaan melalui 
kemitraan berbasis peneguhan 
kemandirian ekonomi pemuda 
tingkat Kabupaten/Kota 

 

         

   

Meningkatny
a 
pembudayaa
n dan 
prestasi 
olahraga 

Tingkat 
partisipasi 
masyarakat 
berolahraga 

  
PROGRAM PENGEMBANGAN 
KAPASITAS DAYA SAING 
KEOLAHRAGAAN 

 

     Atlet 
Jumlah Atlet Berprestasi di 
Tingkat Provinsi dan 
Nasional 

  

     % 
Tingkat Partisipasi 
Masyarakat Berolahraga 

  

         

     % 
Cakupan Sarana dan 
Prasanara Keolahrgaan 

Pembinaan dan 
Pengembangan Olahraga 
Pendidikan pada Jenjang 
Pendidikan yang menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

     Unit 
Jumlah sarana dan prasarana 
olahraga di tingkat 
kabupaten/kota yang tersedia 

Koordinasi dan sinkronisasi 
penyediaan prasarana 
olahraga melalui perencanaan 
pengadaan pemanfaatan 

 



   
 

 

 

 
 
 

 
 

pemeliharaan dan pengawasan 
Prasarana Olahraga di tingkat 
kabupaten/kota 

     Dokume
n 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pemberdayaan 
Perkumpulan Olahraga dan 
Penyelenggaraan Kompetisi 
oleh Satuan Pendidikan Dasar 

Koordinasi Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pemberdayaan 
Perkumpulan Olahraga dan 
Penyelenggaraan Kompetisi 
oleh Satuan Pendidikan Dasar 

 

     % Cakupan pembinaan Atlet 
Penyelenggaraan Kejuaraan 
Olahraga Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

     Kegiatan 
Jumlah Kejuaraan Olahraga 
Multi Event dan Single Event 
Tingkat Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Kejuaraan 
Olahraga Multi Event dan 
Single Event Tingkat 
Kabupaten/Kota 

 

     Kegiatan 
Jumlah Penyelenggaraan 
Pekan dan Kejuaraan Olahraga 
Tingkat kabupaten/kota 

Penyelenggaraan Pekan 
Paralimpik Pelajar Tingkat 
Nasional dan kabupaten/kota 
serta Kejuaraan Paralimpik 
Pelajar Tingkat 
kabupaten/kota dan 
kabupaten/kota 

 

     Orang 
Jumlah Peserta pada 
Penyelenggaraan Kejuaraan 
Tingkat kabupaten/kota 

Keikutsertaan anggota 
kontingen kabupaten/kota 
dalam Penyelenggaraan pekan 
dan kejuaraan olahraga 

 

         

     Atlet 
Jumlah atlet yang mengikuti 
pembinaan 

Pembinaan dan 
Pengembangan Olahraga 
Prestasi Tingkat 
Daerah Provinsi 

 

       Pembentukan dan Penyediaan  



   
 

 

 

 
 
 

 
 

sistem data Keolahragaan 
terpadu di kabupaten/kota 

     Orang 
Jumlah Atlet Daerah yang 
Diseleksi 

Seleksi Atlet Daerah  

     Orang 
Jumlah penerima Penghargaan 
olahraga 

Pemberian Penghargaan 
olahraga bagi yang berprestasi 
dan/atau berjasa dalam 
memajukan Olahraga 

 

     Pelatda 

Jumlah Pemusatan Latihan 
Daerah yang terintegrasi 
dengan pengembangan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi 
Keolahragaaan (Sport Science) 

Pemusatan Latihan Daerah 
yang terintegrasi dengan 
pengembangan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi 
Keolahragaan (Sport Science ) 

 

     Orang 

Jumlah Olahragawan 
Berprestasi kabupaten/kota 
yang Dibina dan Diberikan 
Pengembangan 

Pembinaan dan 
Pengembangan Olahragawan 
Berprestasi kabupaten/kota 

 

     Dokume
n 

Jumlah dokumen penyediaan 
data Keolahragaan terpadu di 
kabupaten/kota 

Pembentukan dan Penyediaan 
sistem data Keolahragaan 
terpadu di kabupaten/kota 

 

     Kegiatan 
Jumlah Kegiatan Pembinaan 
dan Pengembangan 
Organisasi Olahraga 

Pembinaan dan 
Pengembangan 
Organisasi Olahraga 

 

     Dokume
n 

Persentase pengelolaan 
organisasi keolahragaan di 
kabupaten/kota sesuai dengan 
standar nasional 

Pelaksanaan Standar nasional 
pengelolaan Organisasi 
Keolahragaan di 
kabupaten/kota 

 

     Dokume
n 

Jumlah Dokumen Hasil 
Peningkatan Kerja Sama 
Organisasi Keolahragaan 
Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kerja Sama 
Organisasi Keolahragaan 
Kabupaten/Kota dengan 
Lembaga Terkait 

 

         

     % Angka Partisipasi Pembinaan dan  



   
 

 

 

 
 
 

 
 

Masyarakat Berolahraga Pengembangan 
Olahraga Rekreasi 

     Unit 

Jumlah Prasarana dan Sarana 
Kepramukaan kabupaten/kota 
yang Tersedia dan 
Termanfaatkan 

Penyediaan prasarana dan 
sarana olahraga rekreasi 
melalui perencanaan 
pengadaan pemanfaatan 
pemeliharaan pengembangan 
dan pengawasan 

 

     Lembaga 

Jumlah Lembaga yang 
terfasilitasi dalam 
Pengembangan dan Pemasalan 
Festival dan Olahraga Rekreasi 

Pemassalan olahraga dan 
penyelenggaraan festival 
Olahraga Rekreasi yang 
berjenjang dan berkelanjutan 
pada tingkat daerah nasional 
dan internasional 

 

   

Meningkatny
a kualitas 
kepramukaa
n 

Persentase 
pramuka 
yang 
mempunyai 
sertifikasi 

  PROGRAM PENGEMBANGAN 
KAPASITAS KEPRAMUKAAN 

 

     % 
Jumlah Pramuka yang 
Berprestasi Tingkat Provinsi 
dan Nasional 

  

         

     Kegiatan 

Jumlah Kegiatan Pembinaan 
dan Partisipasi Pramuka 
dalam Pembangunan 
Daerah 

Pembinaan dan 
Pengembangan Organisasi 
Kepramukaan 

 

     Organisa
si 

Jumlah Organisasi 
Kepramukaan Tingkat Daerah 
yang Meningkat Kapasitasnya 

Peningkatan Kapasitas 
Organisasi Kepramukaan 
Tingkat Daerah 

 

     Orang 
Jumlah SDM Kepramukaan 
Tingkat Daerah yang 
Meningkat Kapasitasnya 

Pengembangan Kapasitas SDM 
Kepramukaan Tingkat Daerah 

 



  
 

 
 

  
 
  
 

 
 

BAB IV  

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA 

DAN OLAHRAGA 

Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 

merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan 

yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam 

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu Perubahan 

Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis 

tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan 

pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek 

Perubahan Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat 

program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan 

diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan 

kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan 

dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang 

berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya 

manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, 

bekerja efisien dan efektif. 

Berikut rincian program dan kegiatan prioritas dengan total 

jumlah pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 75.408.388.483 yang 

akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut: 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  
 

 
 

  
 
  
  

 
 

 

 
  



  
 

 
 

  
 
  
  

 
 

  



  
 

 
 

  
 
  
  

 
 

 

BAB V 
PENUTUP 

 
5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 

 

Perubahan Renja DISPORA Tahun 2025 berfungsi 

sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan 

yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah 

dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu 

Perubahan Renja juga sebagai landasan operasional 

perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang 

isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, 

program dan kegiatan jangka pendek. 

Perubahan Renja DISPORA Tahun 2025 sebagai 

dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan 

prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses 

perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan 

pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar 

masyarakat dalam hal kepemudaan dan olahrga melalui 

perencanaan pembangunan yang berkualitas dan 

professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang 

berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja 

efisien dan efektif. 

 
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 

 

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan 

kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja DISPORA 

Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi 

perangkat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung 

selama kurun waktu Satu tahun. Program dan kegiatan 

untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2025, 

di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip 

efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan 

partisipasi. 

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah 

pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Perubahan Renja DISPORA Tahun 2025, harus 

dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui 

kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang. 

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya 

keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu 

terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan 

sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan 



  
 

 
 

  
 
  
  

 
 

mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab 

terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah 

dilaksanakan. 

3. Perubahan Renja DISPORA Tahun 2025 adalah dokumen 

perencanaan tahunan DISPORA dalam upaya 

sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program 

dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, 

APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN. 

4. Perubahan Renja DISPORA Tahun 2025 di dalam proses 

penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani 

dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya 

diantaranya (RKPD, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD 

Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD 

Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra PD). 

5. Perubahan Renja DISPORA Tahun 2025, harus menjadi 

dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan 

tahun berikutnya. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat 

penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai 

persoalan-persoalan terkait dengan Kepemudaan dan 

Keolahragaan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung 

jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan 

masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para 

pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good 

Governance. 

5.3. Rencana Tindak Lanjut 

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan 

merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan 

dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan 

publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka 

masyarakat harus dilibatkan sejak Akhir baik dalam proses 

perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga 

aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam 

kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan 

berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan 

partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem 

informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat 

demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat 

yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan 

membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, 

maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam 
kegiatan pembangunan. 

2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan 



  
 

 
 

  
 
  
  

 
 

untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin 

komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui 
pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan 

lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur 
perencana. 

3. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas 
masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya 

suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah 
pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa 
berimbang. 

4. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap 
seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada 

pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja. 

5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di 
dalam melaksanakan koordinasi dengan PD, agar proses 
pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan 

berhasil guna. 

6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses 
perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi 
akan lebih terwujud. 

7. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat 
waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang 
berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu 
jadual yang telah ditetapkan. 

 
Demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah (PD) 

Dinas Pemuda dan Olahragap Tahun 2025 ini Kami susun 
secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. 
 

 
 

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 
 
 

TTD 
 

 
ERWIN RINALDI 

 
 

Bupati Bandung 

 
 

 
 

 
MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA 

TTD



Ada Tidak Ada

1 2 3 4 5 6

1 Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja √

2 Pengolahan data dan informasi √

3 Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota √

4
Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat 

Daerah Kabupaten/Kota
√

5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota √

6 Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota √

7 Perumusan tujuan dan sasaran √

8 Penelaahan usulan masyarakat √

9 Perumusan kegiatan prioritas √

10 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota √

10.a
Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan usulan program dan 

kegiatan hasil Musrembang Kecamatan
√

10.b
Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai 

dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
√

10.c
Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi 

pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan
√

10.d
Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing 

Perangkat Dearah Kabupaten/Kota sesuai surat edaran Bupati/Walikota
√

11
Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, 

perencanaan dan penganggaran terpadu
√

12

Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka 

optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota

√

13
Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat 

Daerah Kabupaten/Kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju
√

14 Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan. √

TTD

Kutawaringin,  26  Juni  2025

No. Jenis Kegiatan

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Kesesuaian
Faktor Penyebab Ketidak sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja DInas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bandung
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